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Abstrak

Kode etik profesi dapat menjadi acuan untuk menyiasati berbagai macam
pelanggaran kode etik yang bisa terjadi terhadap anggota Polri ketika mendapat
pengaduan dan laporan dari masyarakat. Jika anggota Polri melanggar peraturan
kode etik profesi ini serta melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar
peraturan  yang berlaku dan dapat dikenakan  sanksi  ataupun
hukuman. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang juga dapat dilakukan oleh
anggota kepolisian. Kondisi inilah yang melatar belakangi anggota Polisi untuk
melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan tersebut yakni seperti
korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan
(Library Research). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbeagai buku
referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk
mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Proses dari
penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan
pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan
mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang
mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Kepolisian.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Profesi, Polri
Abstract

The professional code of ethics can be a reference for dealing with various kinds
of violations of the code of ethics that can occur against members of the National
Police when they receive complaints and reports from the public. If a member of
the National Police violates the rules of this professional code of ethics and
commits a criminal act, this means that the National Police has violated applicable
regulations and may be subject to sanctions or punishment. Abuse of position and
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authority can also be carried out by members of the police. This condition is the
background for police officers to commit acts of abuse of the power of their
position, such as corruption, in order to meet their daily needs. In this research the
author uses a type or approach to Library Study research. Literature studies can
also study various reference books and similar previous research results which are
useful for obtaining a theoretical basis regarding the problem to be researched.
The process of handling police who violate the police professional code of ethics
in committing criminal offenses is basically carried out in accordance with the
provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), by remembering, paying
attention to and being guided by the provisions that specifically regulate suspect
members. Police.

Keywords: Violations, Code of Ethics, Profession, Police

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia
merupakan negara hukum. Pada negara hukum bahwa segala sesuatu tindakan
yang akan dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan segala
sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh
bertentangan atau melanggar hukum. Hal ini merupakan gambaran dari prinsip
supremasi hukum (supremacy of law). Hukum menjadi pedoman dalam
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu negara, dapat dikatakan
bahwa hukum sebagai panglima. (Siregar M Fahmi, 2015:185)

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dipisahkan dari
masyarakat sebagai basis kerjanya hukum. Hukum berada di antara dua dunia
yang berbeda yaitu dunia nilai-nilai atau ide-ide yang bentuknya abstrak dan dunia
kenyataan sehari-hari dalam bentuk penerapan dan penegakan hukum di
masyarakat. Pada prinsip kesamaan dalam hukum (equality before the law)

seharusnya status sosial tidak berlaku. Di hadapan hukum semua sama karena



yang dinilai oleh hukum adalah apakah orang melanggar atau tidak, bersalah atau
tidak. Status, pangkat jabatan dan atribusi lain sebagainya yang melekat pada diri
orang tidaklah menjamin bahwa orang tersebut tidak mungkin melanggar hukum.
(Siregar M Fahmi, 2015:185)

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal | ayat 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara
hukum, tentunya pemerintah Republik Indoncsia dalam menjalankan tugas dan
fungsinya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari negara
hukum adalah menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Pasal 28D ayat | Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indoncesia Tahun 1945, yang menyatakan,"Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan: perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum®(Ari, 2019)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dibebani harapan oleh
masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang harus semakin meningkat
dan Dberorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. Pertumbuhan dan
perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan
berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan
kenyamanan dan keamanan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup
pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak
asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan
paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung

jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dalam hal ini



khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Siregar S.N
, 2018)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugasnya mempunyai etika
profesi yang harus di patuhi demi terciptanya ketertiban ketika bertugas yang
merupakan fungsi dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi sendiri mempunyai
tujuan agar Kepolisian sebagai aparatur negara bisa menjalankan tugasnya untuk
menegakkan hukum secara profesional, mempunyai kredibilitas dan beretika.
Anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang dilarang melanggar
peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedisiplinan Anggota Kepolisian Republik
Indonesia. (Mujadi M , 2023)

Etika profesi sebagai polisi dikatakan bahwa setiap anggota Kepolisian harus
menjauhkan atau menghindari diri dari perbuatan yang tercela dan menjadi
pelopor untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Selain itu setiap
anggota Kepolisian diharapkan sanggup dalam upaya menghindari dari perbuatan
penyalagunaan wewenang. Kepolisian harus bersikap profesional dalam
menjalankan tugasnya, dan dilarang melakukan pelanggaran sesuai dengan
peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam kepolisian atau bahkan
menyalahgunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi. (Mujadi M , 2023)

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia seringkali disebabkan oleh
penyalahgunaan jabatan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan menyalahi
aturan dan norma-norma di lingkungan masyarakat yang dapat merugikan bagi

banyak orang yang dilakukan seseorang dalam menyalahgunakan kekuasaanya



demi keuntungan peribadi. Tindak Pidana Korupsi yang disingkat dengan tipikor
dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek politis. Aspek
ekonomi merupakan keadaan dimana seseorang melakukan korupsi karena ingin
memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dan tindakan tersebut dapat
merugikan perekonomian negara. Sedangkan aspek politis adalah tindakan
penyalahgunaan jabatan dalam politik, yakni dilakukan untuk mempengaruhi
orang banyak demi kekuasaan jabatan oleh pelaku. Seperti memberikan bantuan
berupa sembako yang didapat dari hasil korupsi. (Syahrul Borman M , 2023)
Kode etik profesi dapat menjadi acuan untuk menyiasati berbagai macam
pelanggaran kode etik yang bisa terjadi terhadap anggota Polri ketika mendapat
pengaduan dan laporan dari masyarakat. Jika anggota Polri melanggar peraturan
kode etik profesi ini serta melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar
peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman. Sesuai
dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 pasal 13 tentang etika
kelembagaan, yang berbunyi “(1) Setiap anggota polri dilarang : a. melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme,
dan/atau gratifikasi.” (Peraturan Kepolisian RI Nomor 14 tahun 2011)
Penyalahgunaan jabatan dan wewenang juga dapat dilakukan oleh anggota
kepolisian. Sebagai penyidik perkara tindak pidana yang merupakan tugas dari
kepolisian, bukan rahasia lagi bahwa di tengah masyarakat seorang anggota Polisi
dapat menyalahgunakan kewenanganya dalam bertugas. Contoh lain dari tindakan
tersebut yaitu seperti pungli atau meminta sejumlah uang kepada pelaku tindak

pidana untuk diringankan hukumannya atau bahkan dibebaskan, dengan



melakukan intimidasi atau bahkan kekerasan. Seorang anggota Polisi yang telah
melakukan perbuatan korupsi pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari faktor
yang harus mereka penuhi. Karena pada kenyataanya gaji yang didapatkan oleh
anggota Polisi bisa dikatakan masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan
pokok dalam menjalani hidup.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi anggota Polisi untuk melakukan
tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan tersebut yakni seperti korupsi demi
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dilihat juga kesejahteraan ekonomi yang
mengakibatkan anggota Polisi melakukan tindakan korupsi, seorang anggota
Polisi akan melakukan korupsi atas pertimbangannya sendiri dengan berpikir
bahwa jika melakukan korupsi akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan
secara singkat demi memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan resiko yang
akan dihadapi juga sangat besar seperti hukuman penjara, hukuman denda, dan
bahkan hukuman penjopotan jabatan atas tindakan tersebut. (Syahrul Borman M,
2023)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas,maka peneliti terfokus
untuk memilih judul penelitian “ STUDI ANALISIS PELANGGARAN KODE
ETIK KEPOLISTAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI™.
Metode

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi
Kepustakaan (Library Research). Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka
atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta



mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbeagai
buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk
mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono,
2006).

Pada penelitian ini memberikan fokus pada unsur — unsur tindak pidana
korupsi yang berorientasi terhadap kode etik profesi Kepolisian Republik
Indonesia.Referensi, Literacy dan Studi kepustakaan terkait kajian kode etik
profesi kepolisian ini telah dikaji secara desjriptif. Oleh karenanya penelitian ini
secara mendalam memberikan solusi atas masalah — masalah yang dihadapi oleh
kepolisian dalam tindak pidana korupsi.

Studi kepustkaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan
penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan
dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Menurut Sugiyono (2012)
studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah
lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada
situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus
pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala
social yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variable bedasarkan
indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan
sejumlah variable yang lain

Pembahasan



1. Deskripsi data
PROSEDUR TERHADAP PELANGGARAN KEPOLISIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
a. Prosedur Tindak Pidana Korupsi
b. Proses peradilan tindak pidana korupsi sebenarnya sama dengan tindak

pidana yang lain yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan
putusan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah
diatur mengenai tugas dan wewenang serta masing-masing lembaga
yang harus melaksanakannya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa
“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara
pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
itu”.

c. Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana
korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam penanganan
perkara tindak pidana korupsi (Tidpikor), perlu diperhatikan langkah-
langkah sesuai prosedur perundang-undangan, antara lain:

d. Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan
selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok

yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang



penegakan hukum di Indonesia.Berbagai kebijakan dan petunjuk
pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan
intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh
jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus menerus selalu dikeluarkan
seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi
kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Berdasarkan amanat Undang-undang, Kejaksaan sebagai salah satu
lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan
supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak
asasi manusia serta pemberantasan  korupsi, kolusi dan
nepotisme.Wewenang Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak
pidana korupsi sebagaimana diamanatkan :Pasal 30 ayat (1) huruf d
UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
di mana menyebutkan “Kejaksaan berwenang untuk melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang”.

Berbagai dasar hukum lain yang menjadi tuntunan bagi Kejaksaan
dalam penanganan kasus korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal
284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. Selanjutnya
dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) jo. Inpres No. 30 Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998

tentang Pemberantasan KKN. Undang-undang (UU) No. 28 Tahun



1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN, yang berisi antara lain kewenangan Jaksa
sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan 22
beserta penjelasannya.

Berikutnya adalah Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan : Jaksa Agung Muda
Pidana Khusus (JAM PIDSUS) mempunyai tugas dan wewenang
melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan,
penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan,
pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan
tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana
korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa
Agung.

Kejaksaan diharapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan
korupsi karena Kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan
hukum. Posisi sentral disebabkan tugas dan wewenang yang dimiliki
oleh Kejaksaan, di mana Kejaksaan yang menentukan apakah suatu
kasus layak atau tidak ditingkatkan ke penuntutan. Dimana
pemeriksaan sidang di Pengadilan adalah merupakan gerbang bagi
pencari keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang

sesungguhnya.



b. Prosedur Pelanggaran Kepolisian dalam Tindak Pidana Korupsi.
Proses dari penangan Polisi yang melanggar kode etik profesi

Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai

berikut:

1) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh
masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat
dipertanggung jawabkan.

2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi
Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat
Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari
hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan
Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan
Paminal.

3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan
penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.

4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk
kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya
pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses
penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang
telah diatur dalam KUHAP.

5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah

terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi



Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum dan
mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang
dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di
pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang
berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan diatas berikut adalah
penjelasannya secara lebih rinci, Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota

Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau

pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan

melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan

(Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan

kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit

Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan

terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dilaksanakan sesuai jenjang

kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi

anggota POLRI dimana pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalam rangka

penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan
dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun

2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni :



. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat
serendah- rendahnya Bintara.
Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat
Bintara.
Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah
— rendahnya Bintara
. Perwira Menengah diperiksa oleh anggoata yang berpangkat serendah -
rendahnya Perwira Pertama
Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang
berpangkat Perwira Menengah.

b. Sanksi terhadap Pelanggaran Tindak

Pidana Korupsi.
Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
disinergikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak
Pidana Korupsi
Pasal 2

. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal Demi Pasal: Pada Pasal 2 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan
tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan
pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak
pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi
penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan
akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan
moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau
denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 5
1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling

lama 5 tahundan atau pidana denda paling sedikit Rp



50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang
yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat
sesuatu  dalam jabatannya, yang bertentangan  dengan
kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu
yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak
dilakukan dalam jabatannya.
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling
lama 15 tahundan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang
yang:
a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan

kepadanya untuk diadili; atau



b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan
menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan
maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan
diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada
pengadilan untuk diadili.

2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Pasal 7

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan
paling lama 7 tahundan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat
bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu
menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan
curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau



penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
b) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang
yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam
keadaan perang; atau
c) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan
atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).
Pasal 8
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling
lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain



pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum
secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan

perbuatan tersebut.

Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling
lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai
negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-
buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
Pasal 10
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling
lama 7 tahundan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus

lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai



negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk
meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang,
yang dikuasai karena jabatannya; atau

b) membiarkan orang lain  menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat,
atau daftar tersebut; atau

c) membantu orang lain  menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat,
atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling
lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut
diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan
atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12



1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang
pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,



berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan
untuk diadili;

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau
menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong
pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut
mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal
tersebut bukan merupakan utang;

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau
penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada
dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan
utang;

. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di
atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak,



padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan
dengan peraturan perundangundangan; atau
pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan
untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 A
Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi
tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B
. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:



e yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau
lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

e yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap

dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
KUHP

Pasal 603
Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pasal 604
Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,
orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang merugikan keuangan negara atau



perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling
lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori Il dan
paling banyak kategori VI. (Denda kategori Il sebesar Rp 10
juta, sedangkan kategori VI sebesar Rp 2 miliar).
2. BENTUK - BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
a. Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian diatur mengenai adanya suatu moral
dalam hati nurani setiap anggota Kepolisian sehingga setiap anggota
Kepolisian yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa
sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan
aturan atau norma yang mengikat baginya. Adapun jenis pelanggaran pidana
yang dilakukan oleh anggota kepolisian yakni penyuapan yang masuk kategori
tindak pidana korupsi. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dijelaskan bahwa “Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalaah pengakhiran
masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota
Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, Disiplin, adan/atau
tindak pidana.” Tindak pidana korupsi oleh anggota Kepolisian terjadi karena
adanya kepentingankepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya
pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan

faktor aroganisme dari jiwa anggota Kepolisian tersebut.



Ketentuan mengenai kode etik profesi Kepolisian sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan
Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
Merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi
bagi seluruh anggota Kepolisian agar mentaati dan melaksanakan kode etok
profesi Kepolisian dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas
dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa
dan negaral9. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan
diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah
ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada ‘“semangat”
pelaksanaannya.

b. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006,
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, peraturan tersebut
berisi tentang peraturan kode etik profesi Polri yakni tentang norma-norma
atau aturan-aturan yang menjadi suatu kesatuan bagi landasan etik atau
filosofis mengenai perilaku maupun ucapan polri dalam bertugas menjalankan
hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tindakan yang tidak semestinya
dilakukan oleh anggota Polri. Berdasar Bab I1l Tentang Penegakan Kode Etik,
seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:

a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;



b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara
langsung;

c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;

d. pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi
kepolisian.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis
dengan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan di muka sidang Komisi
Kode Etik Polri atau melalui media. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ kewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang
pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satuan
Kerja Terperiksa. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:

a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
c. Pemberhentian dengan Hormat;

d. Pemberhentian dengan Tidak Hormat.

Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana
penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat
direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak
untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Apabila terjadi pelanggaran
kumulatif antara diantaranya seperti pelanggaran disiplin dan pelanggaran

kode etik profesi Polri, penyelesaianya akan dilakukan melalui sidang disiplin



atau sidang kode etik Polri sesuai pertimbangan dan pendapat serta saran dari
pengemban fungsi pembinaan hukum.
Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat
disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku
tindak pidana korupsi berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota dijatuhi
sanksi kode etik berupa diturunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah sebagai
konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jenis pelanggaran pidana yang
dilakukan oleh anggota kepolisian dan hal lain sebagaimana tertera dalam
KUHP. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian
bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian
negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak
pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain. Proses
dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam
melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai
dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-
ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Kepolisian.
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